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ABSTRAK 
Muh. Ilham Mansyur (B 111 09 342), dengan judul Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Anak 
dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea. Di bawah bimbingan 
Bapak Syamsuddin Muchtar selaku Pembiming I dan Bapak Amir Ilyas 
selaku Pembimbing II 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan banyaknya pengguna kendaraan bermotor oleh anak dalam 
Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea serta upaya-upaya 
penanggulangannya.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan memilih tempat 
penelitian di Polsekta Tamalanrea, bertujuan untuk mendapatkan data 
primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner, dan dokumen. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak 
dalam wilayah hukum Polsekta Tamalanrea, adalah 1.Ketidaktahuan; 2. 
Dorongan pribadi; 3.Dorongan Keluarga; 4.Dorongan pergaulan anak; 5. 
Ketidakjeraan; 6.Opini tidak wajib lalu-lalu lintas. Adapun upaya yang 
dilakukan aparat kepolisian yaitu dalam menaggulangi  adalah : sosialisasi 
atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai 
bahaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dan upaya untuk 
melarang anak mengemudikan kendaraan bermotor olah pisak sekolah. 
Upaya represifnya adalah dilakukan Operasi rutin yang dilakukan oleh 
pihak Polsekta Tamalanrea ke sekolah. Bagi anak yang terkena operasi 
rutin ini akan dilakukan pendataan kemudian diberikan arahan dan bagi 
yang telah diketahui melakukan pelanggaran lebih dari dua kali, maka 
akan dilakukan tilang dan mengikuti proses hukum selanjutnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia, Negara kepulauan dengan letak yang sangat strategis 
diantara tatanan negara di dunia yang letaknya diapit oleh dua samudera 
dan dua benua. Saat ini Indonesia menempati peringkat IV dengan jumlah 
populasi penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika 
dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 240 juta jiwa. Tingginya tingkat 
pertumbuhan penduduk yang mencapai 2% menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar 
dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Selain itu luasnya 
wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan yang tersusun lebih 
dari 17 ribu pulau-pulau yang membentang luas dari Sabang sampai 
Merauke menambah potensi yang dimiliki oleh Indonesia yang berupa 
sumber daya alam yang melimpah, baik berupa pertambangan, kelautan, 
perkebunan, gas alam, dan lain sebagainya yang hampir seluruh jenis 
sumber daya alam yang ada di dunia dapat ditemui di Indonesia. 
Besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia menjadi celah 
keuntungan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia 
baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, dan juga 
termasuk swasta asing yang ikut andil untuk menjual dan menjajakan 
produk yang dibuatnya termasuk dengan produk kendaraan bermotor. 
2 
Mengingat Indonesia adalah Negara dunia ketiga yang sedang 
berkembang dan menjadi objek bagi Negara dunia pertama dan kedua 
untuk menjual produk-produk mereka di Indonesia. Selama ini yang 
menjadi produsen teknologi dan barang-barang canggih adalah Negara 
dunia pertama dan kedua, sedangkan Negara dunia ketiga hanya menjadi 
pasar untuk memperjual belikan produk.1 
Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan pertumbuhan 
jumlah kendaraan bermotor dari tahun ketahun terus mengalami 
peningkatan, baik   jenis mobil penumpang, bis, maupun  sepeda motor. 
Diperkirakan ada sekitar 85.601.351 unit kendaraan bermotor yang ada di 
Indonesia. Hal ini tentunya dapat berdampak perkembangan lalu lintas di 
Indonesia.2      
Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar 
ialah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka 
kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan 
salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. 
Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang 
bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. 
Perkembangan lalu lintas yang memiliki tatanan yang baik, tentunya 
mampu mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian suatu 
negara. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar 
                                                             
1 Martir 1924. http://martir1924.wordpress.com/2012/07/03/meningkatnya-jumlah-pengguna-
kendaraan-bermotor-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan/. Diakses pada tanggal 18 Februari 
2013. Pukul 20.29 Wita. 
2 Badan Pusat Statistik. 
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=12. Diakses 
pada tanggal 19 Februari 2013. Pukul 09.13. 
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dari tahun ke tahun. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap  
keamanan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan 
kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.  
Walaupun peningkatan jumlah kendaraan di suatu negara memiliki 
dampak yang buruk, tetapi peningkatan ini juga memiliki dampak yang 
baik bagu suatu negara. Hal ini dapat menandakan bahwa roda 
perekonomian negara tersebut mengalami peningkatan. Ketika kendaraan 
bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia dapat 
melakukan pergerakan yang lebih cepat yang pada akhirnya memberikan 
efisiensi dari segi waktu. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, 
kehadiran kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor ini sangat 
memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari terutama 
untuk bergerak atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain 
yang memiliki jarak cukup jauh atau bahkan sangat jauh. 
Selain faktor jumlah penduduk dan kendaraan bermotor yang 
sangat banyak di Indonesia, faktor kemampuan dari individu (pengemudi) 
kendaraaan bermotor turut mempengaruhi lalu lintas. Kemampuan dari 
Individu didasarkan pada usia dan keterampilan dalam hal menggunakan 
kendaraan bermotor. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa seseorang yang 
ingin mengendarai kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan Surat 
Izin Mengemudi (SIM). SIM ini terbagi atas dua, yakni SIM kendaraan 
bermotor perseorangan dan Umum. SIM ini dapat diperoleh dengan 
memenuhi persyaratan dari segi usia, administratif, kesehatan, dan lulus 
4 
ujian. Persyaratan dari segi usia tentunya merupakan hal yang paling 
penting.  
Dari segi administrasi, kesehatan baik itu kesehatan fisik maupun 
kejiawaan serta ujian harus terpenuhi sebagai persyaratan untuk 
memperoleh SIM. Kesehatan juga sangat menentukan kemampuan 
seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Seseorang yang 
memiliki fisik yang kuat tentunya akan mampu mengemudikan kendaraan 
bermotor lebih lama. Seseorang yang memiliki kondisi psikologis yang 
baik tentunya memiliki kecepatan respon dalam hal mengantisipasi 
bahaya di jalan. Hal ini dijadikan persyaratan untuk mengetahui  kondisi 
seseorang dalam berkendara nantinya. 
Berdasarkan peraturan yang ada, tentunya seseorang yang belum 
mencapai usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM, tidak 
diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Department of Transportation di Amerika 
yang dikerjakan proffesor Harry Hurt dari University of Southern California 
Traffic Safety Center, menyebutkan bahwa usia muda rentan kecelakaan. 
Pengendara motor pada usia 16 hingga 24 tahun lebih dominan menjadi 
korban kecelakaan atau pelaku laka lantas. Direktur Lalu Lintas Polda 
Metro Jaya Dwi Sigit Nurmantyas mengatakan bahwa anak di bawah umur 
kurang mampu dalam mengontrol emosi. Tanggung jawab dan 
pemahaman akan pentingnya keselamatan juga masih kurang.  Anak di 
bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, 
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kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan 
ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.3 
Tetapi realitas yang terjadi di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea 
banyak terjadi pelanggaran ini, khususnya pada jenis SIM C yaitu untuk 
kendaraan sepeda motor. Begitu mudahnya kita menjumpai anak-anak 
yang mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan demikian jelaslah 
bahwa penggunaan kendaraan bermotor pada anak  merupakan 
pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengupas upaya penegakan hukum terhadap masalah pelanggaran 
penggunaan kendaraan bermotor oleh Anak dalam Wilayah Hukum 
Polsekta Tamalanrea.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan banyaknya 
penggunaan kendaraan bermotor dibawah oleh anak dalam 
Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea ? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan terhadap 
banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam 
Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea ? 
 
                                                             
3
 Lantas Metro. http://www.tmcmetro.com/news/2012/02/awas-pengendara-di-bawah-umur-
rentan-kecelakaan. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013. Pukul 23.36. 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya 
penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam Wilayah 
Hukum Polsekta Tamalanrea. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap 
banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam 
Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
1. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang 
pengguna kendaraan bermotor oleh anak. 
2. Sebagai upaya untuk menambah khasanah kepustakaan pada 
bidang Kriminologi dan Hukum Pidana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian-Pengertian 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi dari Perancis, secara harfiah berasal 
dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang 
berbeda mengenai kriminologi ini. Diantaranya adalah:4  
Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui 
definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang 
mencakup:  
1. Antropologi Kriminal 
 Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu 
pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 
orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti 
apa. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 
kejahatan dan seterusnya. 
 
                                                             
4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Rajawali Pers. 2011. hlm 9. 
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2. Sosiologi Kriminal 
 Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini 
adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang penjahatan yang sakit jiwa atau 
urat syaraf.  
5. Penologi 
 ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Di 
samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :  
1) Hygiene kriminal 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakuka oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2) Politik criminal 
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 
telah terjadi. Di ini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan 
kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha 
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yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau 
membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan 
penjatuhan sanksi.  
3) Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
Wolfgang, Savitz dan Jonhston dalam The Sociology of Crime and 
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:5  
a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.  
b. pelaku kejahatan dan  
c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya.  
J. Contstant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan atau penjahat. 
                                                             
5 Ibid. hlm 12. 
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WME. Noach mendifinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.6 
Menurut Paul Moedikno Moeliono, Kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas 
kejahatan sebagai masalah manusia. 
Menurut Soejono, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari sebab-akibat, pernaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 
gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai 
ilmu pengetahuan.7  
Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Kriminologi 
adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, 
mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses 
perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran 
hukum. Kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yakni: 
1) sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi 
berkembangnya hukum pidana;  
2) etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah 
mengenai sebab-sebab kejahatan; 
3) penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan. 
Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan 
prinsip umum yang terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang 
                                                             
6
 A.S. Alam dan Amir Ilyas. Pengantar Kriminologi. Makassar. Refleksi.  2010.  hlm 2. 
7 Soejono. Penanggulangan Kejahatan. Bandung. Alumni. 1976. him 24-25. 
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proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar 
hukum. Pengetahuan ini akan memberikan sumbangan bagi 
perkembangan ilmu-ilmu sosial dan melalui usaha-usaha itu, pada 
gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan kearah 
efisiensi pengendalian sosial.8 
2. Pengertian Pelanggaran  
Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, 
bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” 
artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih 
ringan daripada kejahatan.9  
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana 
dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan misdrijve dan 
pelanggaran overtrdingen. Alasan pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. 
Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas 
karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. 
Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana 
penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik 
kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 
                                                             
8 Mulyana W. Kusumah. Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung. 
Alumni. 1981. hlm 3-4. 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.  Balai Pustaka. 2002. hlm 634. 
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1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu 
dituntut. 
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada 
apakah itu kejahatan atau pelanggaran.10  
 Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan 
dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik 
atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-
undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang 
itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus 
dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin 
untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian 
dapat dikatakan, bahwa pembagian delik delam kejahatan dan 
pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik 
hukum (rechtsdelict) dan delik undang-undang (wetsdelict). Suatu 
perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu 
bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa 
hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada hal apakah azas-azas 
tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu 
                                                             
10 Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana.  Yogyakarta. Rangkang Education. 2012. hlm 29. 
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membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana 
yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa 
membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, 
memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua 
kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang. 
 Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah 
merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta 
di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, 
berjaln di kanan jalan, memberhentikn jalan di tikungan jalan dan 
sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada kejahatan-
kejahatan.11 
A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran 
merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) 
KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia 
harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum 
kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam 
bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya 
hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada 
pelanggaran lalu lintas.12 
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:  
                                                             
11 R. Soesilo. Pokok-Pokok Hukum Pidana Perturan Umum dan Delik-delik Khusus .Bogor. Penerbit 
Politeia. 1979.  hlm 19. 
12 A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., 21. 
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1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam Undang-undang pidana. 
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 
kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya. 
Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar 
apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan 
hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang 
mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang 
melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk 
pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. 
3. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Kendaraan bermotor sebagaimana termaksud Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : 
 Pasal 1 Butir (7) adalah Kendaraan adalah suatu sarana angkut 
di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
Tidak Bermotor. 
 Pasal 1 Butir (8) adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap 
Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa 
mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
 Pasal 1 Butir (9) adalah Kendaraan Tidak Bermotor adalah 
setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia 
dan/atau hewan. 
 Pasal 1 Butir (10) adalah Kendaraan Bermotor Umum adalah 
setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang 
dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 
 
Pengertian kendaraan bermotor tersebut dapat diartikan bahwa 
pada dasarnya dinamakan dengan kendaraan bermotor adalah sarana 
transportasi yang digerakkan dengan mesin yang melekat pada 
kendaraan namun penggunaannya bukan di rel. Peralatan teknik  dalam 
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ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan. 
Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada 
tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan 
bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang 
dirangkaikan dengan kendaraan umum bermotor sebagai penariknya. 
Secara umum kendaraan yang dipergunakan oleh masyarakat 
sebagai sarana transportasi dapat dibedakan menjadi dua jenis 
kendaraan yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan 
pribadi dapat diartikan kendaraan atau sarana transportasi yang dimiliki 
oleh seseorang dan dipergunakan secara pribadi pula. Sedangkan untuk 
kendaraan umum seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 1 butir (10) 
UU No. 22 Tahun 2009, bahwa: 
”Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut 
bayaran”. 
 
Beberapa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
kendaraan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya 
kendaraan terdiri dari dua jenis yaitu kendaraan umum dan kendaraan 
pribadi. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat 
kepemilikan, di mana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi 
dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa 
kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi tidak layak 
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untuk dioperasionalkan. Setiap pengendara yang tidak dapat 
menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, maka merupakan 
pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku. 
4. Pengertian Anak 
Anak adalah manusia yang masih kecil,misalnya: berusia 6 tahun. 
Usia 6 tahun bagi anak disini masih bersifat umum, belum mempunyai 
makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Black’s Law 
Dictionary, menjelaskan: 
“Child is one who had not attained the age of fourteen years, 
thought the meaning now various in different statutes, e.g. child 
labor, support, criminal etc.”  
 
Usia 14 tahun dalam konteks ini, sudah dipakai dalam ketentuan 
yang berbeda, misalnya: untk bekerja, membantu sesuatu, perbuatan 
yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya. Perbuatan anak 
itu sudah mengandung nilai yuridis.13 
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat 
pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-
undangan, lain pula kriteria anak. Beberapa pengertian anak dan batasan 
umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di 
indonesia antara lain : 
1. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
                                                             
13 Bunadi Hidayat. Pemidanaan Anak dibawah Umur. Bandung.  Alumni. 2010.  hlm 55. 
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2. Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak 
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 
18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini 
adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang 
melakukan perbuatan yang yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
3. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia 
yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
4. Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang 
belum mencapai 21 tahun atau belum kawin. 
5. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 
47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang 
anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melakukan perkawinan. 
6. Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 171 bahwa 
batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa 
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tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun 
dan belum pernak kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat 
menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP ). 
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 
ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur di 
bawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik 
maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat 
menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, 
wali atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, 
diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga 
dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan pasal 45, pasal 46, 
pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-
undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan 
tidak berlaku lagi.   
Jadi, yang dimaksudkan anak dalam penulisan ini adalah anak 
yang belum mencapai usia minimal untuk memperoleh SIM, yaitu 17 
tahun. 
5. Pengertian Kenakalan Anak  
Juvenile Delinquent atau yang lebih dikenal dengan istilah 
kenakalan remaja secara harfiah berasal dari bahasa Latin. Juvenile 
berasal dari kata juvenilis yang artinya: anak-anak, anak muda, ciri 
karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. 
Delinquent berasal dari kata delinquere yang berarti: terabaikan, 
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mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, 
kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak 
dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.14 
Menurut Romli Atmasasmita, delinkuensi adalah suatu tindakan 
atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu 
negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan 
sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Insonesia, 
delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan 
norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan 
remaja adalah terjemahan kata “juvenile delinquency” dan dirumuskan 
sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja 
yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang 
dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapa belas tahun 
serta belum menikah. 
Wiiliam G. Kvaraceus mengatakan: “Most statutes point out that 
delinquent behavior contitutes a violation of the law or municipal ordinance 
by a young person under a certain age”. Menurut Sudarsono, suatu 
perbuatan dianggap delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut 
bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia 
                                                             
14 Kartini Kartono. Patologi Sosial: Kenakalan Remaja . Jakarta. Grafindo. 2008. hlm 6. 
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hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung 
unsur-unsur normatif.15    
Paul Moedikno dalam buku Romli Atmasasmita, memberikan 
perumusan mengenai pengertian Juveline Deliquency, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan 
suatu kejahatan, bagi anak-anak delinquency. Jadi semua 
tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, 
menganiaya, membunuh dan sebagainya. 
b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu 
yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya 
memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan 
sebagainya. 
c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan 
bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain. 
Maud A. Merril dalam buku Gerungan, merumuskan Juvenile 
Delinquency sebagai berikut : 
“A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies 
appear to be so grave that he become or ought to become the 
subject of official action.” 
 
Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya 
kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya 
                                                             
15
 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di 
Indonesia. Bandung. Refika Aditama. 2008. Hlm 55-56. 
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sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan 
terhadapnya, dalam arti menahannya atas mengasingkannya.16   
Kusumanto mengatakan bahwa Juvenile delinquency atau 
kenakalan anak atau remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan 
dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai 
akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di 
suatu masyarakat yang berkebudayaan.17 
 
B. Pengemudi Kendaraan Bermotor   
Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam 
Undang-undang ini diatur mengenai subjek atau pengemudi dari 
kendaraan bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.  
Pasal 77 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan 
jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”  
Dalam pasal ini jelas diatur bahwa seseorang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi. 
SIM sendiri merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang 
diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang 
yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, 
serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan 
                                                             
16
 Wagiati Sutedjo. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama. 2010. hlm 9-10. 
17 Sofyan S. Willis. Problema Remaja dan Pemecahannya.  Bandung. Angkasa . 1994. hlm 59. 
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kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan 
bermotor yang dikemudikannya.  
SIM Kendaraan Bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni 
SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum. Adapun penggolongan 
SIM untuk perorangan diatur dalam pasal 80 dalam undang-undang ini :  
1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan 
Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan 
perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta 
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram; 
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda 
Motor; dan 
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan 
kendaraan khusus bagi penyandang cacat. 
Adapun yang menjadi syarat untuk mempeloleh SIM perorangan 
adalah memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan 
23 
melulusi ujian yang dilaksanakan oleh Polri kepada calon pemilik SIM 
perorangan. Dari segi usia diatur dalam pasal 81 ayat 2,yakni:  
1. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat 
Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; 
2. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan 
3. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.  
Sedangkan  penggolongan SIM kendaraan bermotor umum diatur 
pada pasal 82, yakni: 
1. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan 
kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat 
yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
kilogram; 
2. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan 
mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan 
3. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik 
kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang 
diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 
1.000 (seribu) kilogram.  
 
Syarat atau batasan umur bagi seseorang yang ingin memperoleh 
SIM kendaraan bermotor umum. Diatur pada Pasal 83 ayat 2,yakni: 
“Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling 
rendah sebagai berikut: 
a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum; 
b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I 
Umum; dan 
c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II 
Umum.” 
 
Dari ketentuan ini jelaslah bahwa sesorang yang belum mencukupi 
usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak 
dapat memperoleh SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi 
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pelanggaran lalu lintas, di mana terdapat anak yang mengemudikan 
kendaraan bermotor padahal mereka belum mencapai usia untuk 
memperoleh SIM. 
Bagi seseorang yang melanggar ketentuan pasal Pasal 77 ayat (1) 
diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281 undang-
undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
 
C. Dasar Hukum Penggunaan Kendaraan Bermotor 
Beberapa pasal yang mengatur mengenai Penggunaan 
Kendaraaan Bermotor di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: 
Pasal 77 adalah  
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis 
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. 
(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas 2 (dua) jenis: a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan 
Bermotor perseorangan; dan b. Surat Izin Mengemudi 
Kendaraan Bermotor Umum. 
(3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi 
harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh 
melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. 
(4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor 
Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan 
pelatihan Pengemudi angkutan umum. 
(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin 
Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan 
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Pasal 78 adalah  
(1)  Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh 
lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari 
Pemerintah. 
(2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi 
yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
(3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri 
yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 79 adalah 
(1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau 
mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi 
instruktur atau penguji. 
(2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan 
Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau 
menjalani ujian. 
 
Pasal 80 adalah 
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a 
digolongkan menjadi: 
a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat 
yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
kilogram; 
b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat 
yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
kilogram; 
c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan 
Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan 
perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta 
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram; 
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d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan 
Sepeda Motor; dan 
e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan 
kendaraan khusus bagi penyandang cacat. 
 
Pasal 81 adalah 
(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi 
persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. 
(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
paling rendah sebagai berikut: 
a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, 
Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; 
b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; 
dan 
c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi 
B II. 
(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk; 
b. pengisian formulir permohonan; dan 
c. rumusan sidik jari. 
(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan 
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis 
(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. ujian teori; 
b. ujian praktik; dan/atau 
c. ujian keterampilan melalui simulator. 
(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor 
yang akan mengajukan permohonan: 
a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin 
Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; 
dan 
b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin 
Mengemudi B sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. 
 
Pasal 82 adalah 
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b 
digolongkan menjadi: 
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a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan 
kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat 
yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
kilogram; 
b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan 
mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 
dan 
c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik 
kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang 
diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 
1.000 (seribu) kilogram. 
 
Pasal 83 adalah 
(1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat 
memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum 
harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus. 
(2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi 
Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan paling rendah sebagai berikut: 
a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A 
Umum; 
b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 
I Umum; dan 
c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 
II Umum. 
(3). Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut: 
a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai: 
1. pelayanan angkutan umum; 
2. fasilitas umum dan fasilitas sosial; 
3. pengujian Kendaraan Bermotor; 
4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang; 
5. tempat penting di wilayah domisili; 
6. jenis barang berbahaya; dan 
7. pengoperasian peralatan keamanan. 
b. lulus ujian praktik, yang meliputi: 
1.menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang 
di Terminal  dan di tempat tertentu lainnya; 
2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang; 
3. mengisi surat muatan; 
4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan 
5. pengoperasian peralatan keamanan. 
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(4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi 
Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan: 
a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin 
Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; 
b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat 
Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum 
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan 
c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat 
Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum 
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. 
(5). Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
setiap orang yang mengajukan permohonan untuk 
memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor 
Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4). 
 
Pasal 84 adalah 
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan 
sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah 
beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut: 
a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk 
mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya 
menggunakan Surat Izin Mengemudi A; 
b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat 
Izin Mengemudi A; 
c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk 
mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya 
menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi 
A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I; 
d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat 
Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I; atau 
e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk 
mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya 
menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi 
A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I 
Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II. 
 
Pasal 85 adalah 
(1)  Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk 
lain.  
(2).Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 
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(3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
(4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, Surat 
Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula 
berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang 
diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia. 
(5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional 
yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
D. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari 
perilaku yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan 
tersebut, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan 
dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana 
dengan sangsi yang berupa pidana ataupun tanpa menggunakan.  
1. Perspektif Biologis  
Teori born criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari 
ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini 
Lambrosso membantah sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin 
atavisme menurutnya membuktikan adaya sifat hewani yang diturunkan 
oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari 
turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. 
Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan 
adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, 
yang berbeda dengan non-kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para 
penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter 
fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
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Berdasarkan hasil penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan 
penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu:18 
1. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 
2. Insane criminal, yaitu oarang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. 
Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid. 
3. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals) 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.  
Beberapa pakar yang menganut paham kriminal dari perspektif 
biologis diantaranya: Ernest Kretchmer, William H. Sheldon, Sheldon 
Glueck dan Elanor Glueck, Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick. 
Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja 
dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah 
seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian 
ini berlangsung: 
a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat pada keturunan, atau 
melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak 
adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan 
                                                             
18 A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., 35-36. 
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penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen 
secara potensial 
b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa 
(abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen. 
c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu 
yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. 
Misalnya cacat jasmaniah bawaan brachydactylisme (berjari-jari 
pendek) dan diabetes insipidius (sejenis penyakit gula) itu erat 
berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyait mental.19   
2. Perspektif Psikologis 
Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab kejahatan 
terdiri atas :  
a. Teori Psikoanalisis  
Teori Psikoanalisi tentang kriminalitas menghubungkan delinquent 
dan prilaku criminal dengan suatu consciense (hati nurani) yang baik, dia 
begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu 
lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi 
suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. 
Sigmun Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive 
conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 
tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap 
                                                             
19 Kartini, Kartono. Op.cit., hlm25. 
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dan dihukum. Begitu dihukum maka perassan bersalah mereka akan 
mereda. 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal atau asosial. Meski dikritik, tiga prinsip 
dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :  
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka. 
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-
menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin 
mengerti kejahatan. 
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari 
konflik psikologis. 
b. Kekacauan Mental (Mental Disorder)  
Mental disorder yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh 
penghuni lembaga permasyarakatan, oleh Philipe Pinel seorang dokter 
Perancis sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau 
oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai „moral incanity‟ 
dan oleh Gina Lamrosso-Ferrero sebagai irresistible atavistic impulse. 
Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut antisosial personality atau 
psycopaty sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu 
ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek 
dan tidak pernah merasa bersalah. 
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c. Pengembangan Moral (Development Theory)  
Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam 
tahap preconvention stage atau tahapan pra-konvensional, di mana aturan 
moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk 
menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 
tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini. Psikolog John 
Bowl mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih saying sejak 
lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. Menurut Bowlby, 
orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki 
ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang. John McCord 
menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang 
kurang cukup, konflik orang tua, kurang percaya diri dari sang ibu, 
kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan 
dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. 
d. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)  
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku delinquent 
dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua 
perilaku non-deliquent. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, 
antara lain : 
1) Observasi Learning 
Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa 
individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui 
behavioral modeling. Anak belajar bagaimana bertingkah- laku 
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secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama 
datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. 
2) Direct Experience 
Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi 
dipelajari melalui pelajaran langsung (direct experience). 
Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif 
sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-
kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan 
agresi balasan. 
3) Differential Association Reinforcement 
Burgness dan Akers menggabungkan learning theory dari 
bandura dengan teori  Differential Association Reinforcement. 
Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku kriminal 
tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman.20 
Jika dihubungkan dengan perilaku delinkuen pada anak, mana 
pada dasarnya teori di atas menekankan pada sebab-sebab tingkah laku 
delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara 
lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, 
fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang 
kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain. 
Argumen sentral teori-teori ini ialah delinkuen merupakan bentuk 
penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin 
dalam menanggapi stimuli eksternal/ sosial dan pola-pola hidup keluarga 
                                                             
20 A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., 40-45. 
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yang patologis. Kurang lebih dari 90% dari jumlah anak-anak delinkuen 
berasal dari keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga yang 
tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis 
personal dan adjustment (penyesuaian diri) yang tergantung pada diri 
anak-anak sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan 
keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk prilaku 
delinkuen. Ringkasnya, delinkuensi atau kejahatan anak-anak merupakan 
reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.21   
3. Perspektif Sosiologis 
 Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat 
menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu 
disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si 
pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku 
melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak 
melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. Teori-teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga katagori umum, yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
Teori ini membedakan tiga macam aspek yang terdapat dalam 
setiap kebudayaan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut, 
yaitu aspirasi-aspirasi ditanamkan oleh kebudayaan bersangkutan kepada 
warganya. Kedua, norma-norma yang mengatur sarana-sarana yang 
secara sah dapat ditempuh warga masyarakat untuk mencapai aspirasi 
mereka. Ketiga, kenyataan penyebaran daripada sarana-sarana dan 
                                                             
21 Kartini Kartono. Op.cit., hlm 26. 
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kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan kebudayaan 
dengan cara yang sesuai dengan norma-norma, dinamakan cara-cara 
melembaga.  
Sering terjadi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat 
ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi) dengan cara mencapai tujuan ini. 
Hal ini dapat mengakibatkan frustasi atau tekanan batin pada warga 
masyarakat yang mengalami ketidakwarasan ini. Frustasi ini disebabkan 
karena warga tersebut telah menghayati tujuan yang ditanamkan oleh 
kebudayaan yang bersangutan, tetapi dalam kenyataannya cara-cara 
yang tersedia (melembaga) tidak memberi kemungkinan kepada mereka 
berusaha untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. 
2. Cultural Deviance Theories (teori penyimpangan budaya) 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories: 
1) Social disorganization : teori ini memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disentegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrilisasi yang cepat, peningkatan imigrasi 
dan urbanisasi. 
2) Differential association : teori ini memegang pendapat bahwa 
orang beljar melakukan kejahatan sebagai akibat hukum 
hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, 
serta pola-pola tingkah laku kriminal. 
3) Culture conflict : teori ini menegaskan bahwa kelompok-
kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang 
mengatur tingkah laku) yang berbeda dan bahwa conduct norms 
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dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan 
konvensional kelas menengah. 
Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat dan delinkuen pada 
kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional 
melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok 
dominan yaitu kelas menengah.22 
Dengan demikian, tekanan di sini kepada pengetahuan dan 
pengertian mengenai proses anak delinkuen. Dalam pemikiran ini, tingkah 
laku melanggar norma dipelajari seseorang (dalam jangka waktu yang 
panjang) dari kebudayaan-kebudayaan dengan bentuk-bentuk tingkah 
laku yang mendukung pelanggaran norma. 
 Secara umum maka teori-teori sosiologis ini dapat pula dibagi 
berdasarkan penekanan pada : 
1. Aspek konflik kebudayaan, yang terdapat dalam sistem sosial 
bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan 
dari berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang 
menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman 
yang jelas mengenai benar dan salah); 
2. Aspek disorganisasi sosial, yang terdapat dalam daerah-daerah 
tertentu di mana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena 
heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat 
turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat 
setempat dan kerena itu pula tidak dapat mengontrol anak-
anaknya). Kedua-duanya juga dinamakan teori-teori kontrol, 
                                                             
22 Topo Santoso & Eva Achjani. Op.cit., 67-68. 
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karena mencoba menerangkan gejala delinkuensi anak 
berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian) efektif dari orang 
tua dan masyarakat; 
3. Aspek ketiadaan norma (anomi), dalam sistem sosial 
masyarakat bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang 
perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi 
yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-
kesempatan yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada 
warga mansyarakatnya untuk mencapai aspirasi tersebut. Yang 
penting bukan perbedaan antara miskin dan kaya, tetapi 
ketidakmampuan si miskin untuk mengikuti sistem nilai dan 
norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya di bidang 
ekonomi); 
4. Aspek sub-budaya (sub-culture), yang terdapat dalam 
kebudayaan induk (dominant culture) masyarakat bersangkutan 
(dan sub budaya mana yang menpunyai nilai dan norma yang 
berbeda atau kadang-kadang malahan bertentangan dengan 
nilai dan norma kebudayaan induk).  
Kedua kelompok teori-teori ini biasanya dipergunakan untuk 
mencoba menerangkan besarnya angka delinkuensi anak dalam keas 
pekerja (lower/working class) dan dinamakan juga teori-teori teori-teori 
konflik.23 
                                                             
23
 J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. Parodos dalam kriminolog. Jakarta. Rajawali. 
1989.48-50. 
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Teori-teori konflik dewasa ini telah mendapat banyak kritik oleh 
karena dasar pemikirannya yang dianggap terlalu sederhana. Dasar 
pemikiran dalam teori kontrol yang dikritik adalah : sifat melanggar norma 
dianggap telah ada dalam kelompok atau kebudayaan masyarakat 
bersangkutan dan karena tidak atau kurangnya pengendalian masyarakat, 
maka meledaklah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifat melanggar 
norma masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu dewasa ini (sementara) 
teori-teori konflik mempunyai pasaran. 
Menurut teori konflik, interaksi antara berbagai macam kelompok 
dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal dalam suatu 
proses sosial. Kelompok-kelompok dibentuk atau terbentuk mengingat 
adanya kepentingan anggota-anggota masyarakat yang berbeda-beda 
yang ingin dicapai melalui kelompok-kelompok tadi. Kelompok-kelompok 
ini bersaing satu sama lain dalam membela kepentingan-kepentingan 
anggota-anggotanya masing-masing. 
Di dalam masyarakat stabil akan terdapat penyesuaian atau “status 
quo” antara berbagai macam kelompok tadi, meskipun hal ini tidak 
berartibahwa masing-masing kelompok berhenti memperjuangkan 
kepentingan anggota-anggotanya. Teori-teori ini dapat juga dilihat sebagai 
berorientasi pada kenyataan adanya kelas-kelas sosial (stratifikasi sosial) 
dalam masyarakat.  
E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 
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policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari 
kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) 
dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social 
defence policy). 
Dengan demikian, sekiranya kebijakan penaggulangan kejahatan 
(politik kriminal) dilakukan dengan mengguanakan sarana penal (hukum 
pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada 
tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) 
harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.24 
Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahtan secara empirik, 
yaitu:25 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai moral/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipin ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif 
                                                             
24 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan.Jakarta. Kencana . 2010. hlm 77. 
25 A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., 79-80. 
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faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan 
ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan terjadi 
kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas 
menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu 
lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal 
ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney dan kota 
besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif  ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contohnya adalah ada orang yang ingin mencuri 
motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi 
hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yag tindakannya berupa penegakan hukum (law emforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan di 
atas, maka penelitian yang digunakan meliputi: 
A. Lokasi Penelitan 
 Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih yakni 
pada Kantor Polsekta Tamalanrea yang terletak di Kompleks Perumahan 
Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data Kualitatif 
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
informasi baik secara lisan maupun tulisan. 
b. Data Kuantitatif 
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
angka. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait 
dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen 
instansi terkait berupa laporan tertulis yang dibuat secara 
berkala. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  teknik pengumpulan 
data berdasarkan data berdasarkan metode penelitian lapangan (field 
research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan 
dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara 
dengan aparat penegak hukum serta anak yang mengendarai kendaraan 
bermotor di wilayah hukum Polsekta Tamalanrea. Sedangkan penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis 
pada perpustakaan Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskripsi yaitu, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, 
kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Penggunaan Kendaraan Beromotor oleh Anak dalam 
Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea. 
Tabel 1 
Tahun Ditangani Pelanggaran Lanjut proses 
hokum 
Persentase 
(%) 
2010 37 26 11 23% 
2011 50 35 15 31% 
2012 75 52 23 46% 
Jumlah    162       113 49     100% 
Sumber: Data kantor Polsekta Tamalanrea 
Berdasarkan data pengguna kendaraan bermotor di atas, 
tergambar bahwa jumlah anak yang menggunakan kendaraan bermotor 
dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat 
ada 37 pelanggaran mengenai penggunaan kendaraan bermotor oleh 
anak, 11 diantaranya dilanjutkan pada proses hukum (tilang). Sedangkan 
sisanya ada 26 pelanggararan yang kemudian dilakukan pendataan oleh 
pihak kepolisian kemudian diberikan teguran. 
Pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 
Tercatat ada 50 pelanggaran yang ditangani oleh kepolisian. Lima belas 
(15) diantaranya dilanjutkan pada proses hukum (tilang). Sedangkan 
sebanyak 35 pelanggaran kemudian dilakukan pendataan dan teguran 
kepada anak yang melanggar beserta orangtuanya. Pada tahun 2012 juga 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercatat ada 75 
pelanggaran yang ditangani oleh kepolisian. Dua puluh tiga (23) 
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pelanggaran kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya 
(tilang). Sisanya 52 pelanggaran itu kemudian hanya dilakukan tindakan 
berupa teguran. 
Tabel 2 
Tingkat Pendidikan Pengguna Pemilikan SIM Persentase (%) 
SD 10 0 20% 
SMP 20 0 30% 
SMA 20 2 50% 
Jumlah 50 2 100% 
Sumber Data : diolah dari hasil kuisioner tahun 2013 
Berdasarkan data yang disajikan penulis di atas, kita dapat melihat 
bahwa dari tiga tingkat pendidikan ini semuanya terdapat anak yang 
menggunakan kendaraan bermotor. Pada tingkat SD (Sekolah Dasar) dan 
SMP (Sekolah Menengah Pertama) tidak ditemukan anak yang telah 
memiliki SIM. Berbeda dengan pada tingkat pedidikan pada SMA 
(Sekolah Menengah Atas) terdapat 2 orang anak yang telah memiliki SIM, 
yaitu SIM C. Padahal dari segi usia tentunya mereka belum memenuhi 
persyaratan untuk memperolehnya. Berdasarkan data yang diperoleh 
penulis dari kedua anak tersebut terungkap bahwa mereka memperoleh 
SIM tanpa melalui prosedur hukum untuk memporoleh SIM. Melainkan 
mereka memperolehnya melalui jasa yang ditawarkan oleh calo. Hal ini 
tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pihak Kepolisian. 
Tabel 3 
Jenis Kendaraan Banyaknya 
kendaraan 
Persentase (%) 
Sepeda Motor  48 96% 
Mobil 2   4% 
Jumlah 50          100% 
Sumber Data : diolah dari hasil kuisioner tahun 2013 
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Dari data di atas terlihat bahwa 48 anak yang menggunakan 
sepeda motor dalam wilayah hukum Polsekta Tamalanrea. Sedangkan 
yang menggunakan mobil ada dua orang. Diketahui bahwa kedua anak 
yang menggunakan mobil tersebut berasal dari tingkat pendidikan SMP 
dan SMA. Mereka menggunakan mobil ini untuk keperluan bersekolah. 
Bahkan siswa SMP ini mengaku bahwa dia menggunakan mobil ini setiap 
hari sekolah. Selain itu mereka mengaku bahwa mereka belum pernah 
sekalipun terjaring razia yang dilakukan oleh pihak Polsekta Tamalanrea.  
Menurut Andi Nasri Rustan, bahwa dalam jangka waktu 2010-2012 
dari pihak Polsekta Tamalanrea tidak pernah menemukan anak di bawah 
umur yang menggunakan mobil. Selama ini kami hanya melakukan 
tindakan razia terhadap pengguna sepeda motor saja. Kalau pun ternyata  
nanti ditemukan, kami akan melakukan tindakan terhadap mereka. Kami 
akui bahwa untuk menemukan anak yang menggunakan mobil lebih sulit 
ketimbang dengan yang menggunakan sepeda motor.26 
 
B. Faktor-faktor Mengenai Penggunaan Kendaraan Beromotor 
oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea. 
Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab terjadinya 
pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, dapat dilihat 
dari jawaban yang diberikan oleh 50 orang responden pada tabel di 
bawah ini sebagai berikut: 
   
                                                             
26 Hasil wawancara dengan Andi Nasri Rustan. Staf Lantas. Pada hari senin 6 Mei 2013.  
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Tabel 4 
Pendapat Responden Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya 
Pelanggaran Penggunaan kendaraan Bermotor oleh Anak dalam Wilayah 
Hukum Polsekta Tamalanrea. 
No. Faktor Penyebab Jumlah Persentase 
(%) 
1 Ketidaktahuan 2 4% 
2 Dorongan pribadi 17 34% 
3 Dorongan keluarga 12 24% 
4 Dorongan pergaulan 4 8% 
5 Ketidakjeraan 6 12% 
6 Opini tidak wajib lalu-
lintas 
9 18% 
 Jumlah 50 100% 
Sumber Data : diolah dari hasil kuisioner tahun 2013  
Berdasarkan dari hasil 50 responden dari table 4 di atas, maka 
dapat dilihat bahwa, 2  anak atau 4% yang memberikan jawaban bahwa 
faktor penyebab penggunaan kendaraan bermotor oleh anak adalah 
karena ketidaktahuan, 17 anak atau 34% menjawab, bahwa penyebabnya 
adalah karena dorongan/keinginan sendiri dari anak, 12 atau 24% yang 
menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor dorongan dari keluarga, 4 atau 
8% yang menjawab karena faktor pergaulan (teman), 6 atau 12% anak 
yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor ketidakjeraan dan terdapat 
9 atau 18% anak yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor opini 
tidak wajib lalu-lintas. 
Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan wawancara, 
maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan 
kendaraan bermotor oleh anak dalam wilayah hukum Polsekta 
Tamalanrea : 
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1. Faktor Ketidaktahuan 
Pengetahuan hukum sangatlah penting diajarkan untuk anak sejak 
dini. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan, agar tindakan melawan 
hukum pada anak dapat ditekan. Anak yang tidak dibekali dengan 
pengetahuan mengenai hukum cenderung lebih mudah untuk melawan 
hukum. Pengetahuan hukum ini harusnya mereka dapatkan dari pihak 
orangtua, sekolah dan pihak kepolisian. Dari  data di atas terlihat jelas 
bahwa faktor ketidaktahuan bukanlah faktor dominan yang menyebabkan 
seorang anak menggunakan kendaraan bermotor. Dari 50 narasumber, 
terdapat 2 SD anak yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 
mengenai aturan yang melarang seseorang untuk menggunakan 
kendaraan bermotor. Padahal seseorang yang ingin mengemudikan 
kendaraan bermotor haruslah memiliki SIM, di mana persyaratan minimal 
usianya adalah 17 tahun. Mereka dengan perasaan yang biasa-biasa saja 
dalam menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan mereka 
tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai tertib lalu-lintas, 
baik itu dari pihak orangtua, sekolah, maupun pihak kepolisian. Harusnya 
anak dibekali dengan pengetahuan mengenai lalu-lintas, khususnya 
aturan-aturan dasar dan memberikan pandangan akan bahaya yang dapat 
ditimbulkan jika seseorang yang tidak memiliki keterampilan dalam 
mengemudi.  
2. Faktor Dorongan Pribadi 
Faktor dorongan pribadi ini sendiri merupakan faktor yang paling 
dominan di antara faktor-faktor lainnya. Terdapat 17 anak dengan 
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persentase 34% yang mengaku menggunakan kendaraan bermotor atas 
dasar dorongan pribadi. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya kontrol 
dari orangtua. Anak yang diberikan kebebasan untuk menggunakan 
kendaraan bermotor sejak dini tentunya memicu keinginan anak untuk 
memiliki/mengemudikan kendaraan bermotor sendiri. Kebanyakan dari 
mereka  yang menggunakan kendaraan bermotor adalah untuk keperluan 
bersekolah. Anak yang dalam tahap untuk menemukan jati dirinya 
cenderung bersikap ingin mendapatkan pengakuan. Maksudnya adalah 
anak merasa telah mampu menggunakan kendaraan bermotor. Padahal 
untuk menggunakan kendaraan bermotor tidak cukup dengan mampu 
saja. Pengguna kendaraan bermotor haruslah didukung dengan kondisi 
fisik maupun  psikologis yang baik, pemahaman mengenai tertib lalu-lintas 
juga harus dipenuhi.  
3. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan 
pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki 
peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga mempunyai 
kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. 
Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup 
secara lebih bertanggungjawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga 
gagal, maka anak cenderung melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di 
lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat anak 
bergaul.  
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Berdasarkan data di atas terdapat 12 anak yang menggunakan 
kendaraan bermotor dikarenakan dorongan dari keluarga. Mereka 
mengaku bahwa dari pihak orangtua mereka, tidak melarang untuk 
menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan mereka 
mangaggap dengan anak menggunakan kendaraan bermotor dapat 
memberikan efisiensi. Dengan menggunakan kendaraan bermotor, akan 
memudahkan anak ke sekolah atau dengan kata lain mobilitas akan 
semakin tinggi. Biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan kendaraan 
bermotor jauh lebih murah ketimbang mereka harus menggunakan 
kendaraan umum.  
Selain itu, menurut Andi Nasri Rustan bahwa orangtua saat ini 
cenderung untuk memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum 
dapat mereka gunakan. Mereka lebih mementingkan kehendak anak 
ataupun faktor ekonomi ketimbang faktor keselamatan anaknya sendiri. 
Harusnya orangtua mengutamakan keselamatan anaknya. Apalagi 
intensitas lalu-lintas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dalam 
kompleks BTP ini sangat tinggi. Sudah ada beberapa kali kecelakaan 
yang korbannya adalah anak yang berada di bawah umur. Ini harus 
menjadi perhatian kita bersama sebagai orangtua untuk senantiasa 
menjaga anak kita.
27
  
4. Faktor Pergaulan Anak 
Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, 
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. 
                                                             
27 Hasil wawancara dengan Andi Nasri Rustan. Staf Lantas. Pada hari senin 6 Mei 2013. 
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Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan 
pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan 
memaksa pada pembentukan prilaku yang buruk, sebagai produknya 
anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum 
formal. Anak-anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi 
psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan 
memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif 
relasinya dengan anak nakal, akan menjadi lama pula proses 
berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula 
kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. 
Data di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berperan 
dalam pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak adalah 
faktor pergaulan. Terdapat 4 anak atau 8% dari 50 orang anak. Anak-anak 
cenderung lebih mudah terpengaruh dari lingkungan pergaulannya sehari-
hari, baik itu di sekitar rumah maupun sekolah. Anak yang tidak 
mendapatkan kontrol dari orang tua biasanya cenderung mudah 
dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya atau teman. Terhadap 
penggunaan kendaraan bermotor, biasanya anak-anak saling 
mempengaruhi untuk menggunakan kendaraan bermotor. Mereka merasa 
gengsi terhadap sepergaulannya yang menggunakan kendaraan 
bermotor.  Biasanya yang tidak menggunakan kendaraan bermotor akan 
dikucilkan dari pergaulan mereka. Akibatnya, anak kadang memaksakan 
kehendak untuk dibelikan kendaraan bermotor oleh orangtua mereka.  
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5. Faktor Ketidakjeraan 
Cesarre Beccaria dan Jerome Bentham dalam teorinya yaitu 
Deterrence Theory maka ditekankan bahwa pada aspek penghukuman 
atau aspek sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari perumusan ancaman 
pidana, proses penyidikan, penuntutan, penegakan hukum, sampai 
dengan proses penjatuhan hukuman yang kesemuanya diarahkan 
terjadinya atau timbulnya efek deterrence atau jera sebagai tujuan utama. 
Kemudian dengan terciptanya efek deterrence atau efek jera tersebut 
maka hal tersebut akan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama. 
 Lebih lanjut oleh Beccaria dan Bentham, menyatakan bahwa aspek 
penghukuman dan sistem pemidanaan tersebut baru bisa efektif dan 
menimbulkan efek jera ketika dalam ancaman dan pemidanaan tersebut 
unsur-unsur yaitu: 
1. ancaman sanksi hukuman yang cukup membebani atau severe. 
2. ancaman sanksi hukuman yang seimbang (fit) dengan perbuatan 
jahat yang dilakukan. Yaitu tidak terlalu berat dan tidak terlalu 
ringan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya 
3. sanksi hukuman harus diberikan dengan segera atau swift yaitu: 
diberikan ketika setelah perbuatan jahat tersebut dilakukan 
(celerity). 
4. kemudian adanya unsur kepastian dalam pelaksanaan 
penghukumannya (certainty). 
 Bahwa faktor ketidakjeraan dari anak juga memiliki andil sebagai 
penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor ini. 
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Dari data di atas menunjukkan angka 6 dengan persentase 12% jumlah 
anak yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa jera terhadap sanksi 
yang diberikan pihak kepolisian. Mereka menganggap tindakan pihak 
kepolisian yang hanya sekedar mendata anak yang melakukan 
pelanggaran lalu-lintas adalah hal yang sangat mudah dipenuhi. Mereka 
hanya perlu untuk mendengarkan arahan dari pihak kepolisian kemudian 
mereka akan bebas.  
6. Faktor Opini Tidak Wajib Tertib Lalu-Lintas 
Faktor ini berkembang di tengah-tengah masyarakat yang 
khususnya tinggal dalam Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Di 
mana berkembang opini masyarakat yang menyatakan bahwa tidak wajib 
bagi seseorang untuk mematuhi aturan lalu-lintas khususnya pada 
penggunaan kendaraan bermotor pada anak dan penggunaan helm. 
Terbukti dari 50 orang responden, terdapat 9 anak yang menyatakan 
bahwa setuju dengan anggapan tersebut. Mereka berasumsi bahwa jalan 
yang terdapat di BTP ini merupakan jalan kompleks. Anggapan seperti ini 
tentunya harus dengan segera diatasi. Harus ada upaya yang lebih serius 
untuk menangani permasalahan ini, karena menyangkut pada penegakan 
hukum kita. 
Menurut Andi Nasri Rustan, bahwa anggapan masyarakat 
mengenai tidak wajibnya seseorang untuk mematuhi aturan tertib berlalu-
lintas dalam wilayah BTP ini tidak benar. Sekalipun jalan yang terdapat 
dalam kompleks ini merupakan jalan kompleks tidak ada pengecualian 
untuk hal tersebut. Bisa kita lihat sendiri kondisi BTP ini berbeda dengan 
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kompleks lainnya. Kompleks ini merupakan terbesar di Kota Makassar, 
kemudian pertumbuhan ekomoni sangat berkembang pesat. Hal ini 
ditandai dengan tingginya intensitas kendaraan yang berlalu lalang. Selain 
itu, esensi dari tertib lalu-lintas adalah untuk mengatur agar  memberikan 
kenyamanan dan keselamatan baik bagi pengguna kendaraan maupun 
pengguna jalan.28 
Selain ketujuh faktor di atas, terdapat pula satu faktor yang juga 
turut menyababkan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam 
wilayah hukum Polsekta tamalanrea, yaitu faktor Sekolah.  
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-
anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap 
pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah 
laku (moral). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak 
langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-
sekolah. 
Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak 
kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka 
menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak den 
sesamanya, interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering 
menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan 
mental si anak sehingga anak menjadi delikuen. Menurut Hery, pada 
tingkat pendidikan SMP dan SMA anak diberikan keleluasaan dari pihak 
sekolah untuk membawa kendaraan bermotor. Harusnya dari pihak 
                                                             
28 Hasil wawancara dengan Andi Nasri Rustan. Staf Lantas. Pada hari senin 6 Mei 2013. 
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sekolah melarang anak didiknya untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor ke sekolah.  Untuk melakukan hal ini sebenarnya tidaklah sulit 
jika dari pihak sekolah tegas untuk melarang. Berbeda pada tingkat 
pendidikan SD, di mana pihak sekolah melarang setiap murid untuk 
mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini sangat membantu 
dalam upaya pencegahan terhadap penggunaan kendaraan bermotor. 
 
C. Upaya Penanggulangan terhadap Penggunaan Kendaraan 
Beromotor oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polsekta 
Tamalanrea 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, bahwa, 
terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak 
disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, perlu diadakan 
penanggulangan agar pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor ini 
dapat diberantas, minimal ditekan jumlahnya.  
Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya pelanggaran ini di 
wilayah hukum Polsek Tamalanrea seperti yang telah dikemukakan oleh 
penulis pada bab terdahulu, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit 
Lalu-Lintas Polsekta Tamalanrea secara garis besar yaitu: 
1. Upaya Preventif 
2. Upaya Represif 
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan kedua bentuk 
upaya penaggulangan tersebut.  
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1. Upaya Preventif 
Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk 
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap 
kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan 
keamanan (stabilitas hukum). 
Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada 
membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih 
baik daripada mencoba mendidik penjahat/pelanggar menjadi orang baik. 
Lebih baik di sini berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, 
bahkan menjadi salah satu azas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha 
untuk mencegah kejahatan/pelanggaran harus lebih diutamakan daripada 
usaha-usaha memperbaiki para pelakunya. 
Upaya preventif itu, yakni: 
1. Penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas. Penyuluhan dilakukan 
langsung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) yang berada di Kecamatan Tamalanrea. 
Hal ini dilakukan rutin sekali dalam sebulan. Penyuluhan ini 
difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan 
mengenai tertib lalu-lintas dengan penyajian yang mudah untuk 
dipahami olah anak. Pengetahuan itu seperti memberikan 
pemahaman mengenai rambu-rambu jalan, bahaya yang 
ditimbulkan jika seorang anak di bawah umur mengemudikan 
kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh oleh pihak 
kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah 
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pengguna kendaraan bermotor oleh anak yang saat ini dinilai 
semakin banyak saja.  
2. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian 
Polsekta Tamalanrea. Beberapa pihak sekolah yang menyadari 
akan bahaya hal ini, turut melakukan upaya pencegahan 
dengan cara melarang bagi murid/siswa untuk tidak 
mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Namun, tidak 
semua sekolah melakukan hal ini.  
2. Upaya represif 
  Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya 
kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan 
tindakan terhadap pelanggaran ini.  Salah satu bentuk upaya represif yang 
dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin ke Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
berada di kecamatan Tamalanrea. Hal ini dilakukan bersamaan dengan 
penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas.   
Dalam melakukan  Operasi Rutin ini polisi melakukan tilang atau 
hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam Operasi 
Rutin ini kemudian dibawa ke Polsek Tamalanrea untuk menjalani proses 
hukum selanjutnya. Bagi anak yang diketahui telah melakukan 
pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi akan 
melakukan tindakan berupa pendataan. Setelah dilakukan pendataan 
kemudian pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang 
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bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Diberikan arahan 
guna tidak membiarkan anaknya lagi menggunakan kendaraan bermotor 
dengan menyampaikan bahaya yang ditimbulkan jika tidak dihentikan 
segera. Kemudian bagi anak yang tercatat lebih dari dua kali terjaring 
razia, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang 
kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan 
sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal 
ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang 
melanggar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang 
penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam wilayah hukum 
Polsekta Tamalanrea dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012..  Dari 
hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2010 
terdapat 37 pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Tahun 2011 
meningkat dari 37 pelanggaran menjadi 50 pelanggaran anak. Dan pada 
tahun juga meningkat menjadi 75 anak.  Berikut beberapa pembahasan 
yang merupakan hasil penelitian penulis, yaitu sebagai berikut : 
1. Bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2012 terus mengalami 
peningkatan dalam jumlah pelanggaran penggunaan kendaraan 
bermotor oleh anak dalam wilayah hukum Polsekta Tamalanrea. 
2. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan kendaraan 
bermotor oleh anak dalam wilayah hukum Polsekta Tamalanrea 
adalah faktor ketidaktahuan, dorongan pribadi, dorongan 
keluarga, dorongan pergaulan, ketidakjeraan dan opini tidak 
wajib tertib lalu-lintas. 
3. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan 
upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). 
Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan 
hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai bahaya 
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penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dan upaya untuk 
melarang anak mengemudikan kendaraan bermotor olah pisak 
sekolah. Upaya represifnya adalah akan dilakukan Operasi rutin 
yang dilakukan oleh pihak Polsekta Tamalanrea ke sekolah-
sekolah. Bagi anak yang terkena operasi rutin ini akan dilakukan 
pendataan kemudian diberikan arahan dan bagi yang telah 
diketahui melakukan pelanggaran lebih dari dua kali, maka akan 
dilakukan tilang dan mengikuti proses hukum selanjutnya. 
 
B. Saran 
1. Melihat pada angka pelanggaran yang ditangani kepolisian dan 
yang lanjut pada proses hukum selanjutnya, yang terjadi selisih 
yang sangat banyak. Pihak kepolisian Polsekta Tamalanrea 
harus dengan segera lebih mengutamakan menggunakan 
instrumen hukum dalam menangani permasalahan ini. Cara 
memberikan dirasakan oleh penulis tidak lagi memberikan 
dampak yang besar untuk mengatasi permasalahan ini. 
2. Upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah SMP dan 
SMA harus ditingkatkan mengingat angka pelanggaran ini masih 
tinggi pada tingkat pendidikan ini. Pihak sekolah juga harus 
berperan lebih aktif untuk mengontrol penggunaan kendaraan 
bermotor ini. 
3. Selain itu,  sosialisasi tidak hanya dilakukan pada anak. Akan 
lebih baik jika sosialisasi juga melibatkan pihak keluarga 
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(orangtua) sebagai salah satu dan utama kontrol terhadap anak. 
Harus ada kerjasama baik itu pihak keluarga, sekolah dan 
Polsekta Tamalanrea untuk penganggulangan permasalahan 
secara efektif dan berkelanjutan. 
 
 
 
 
